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BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1 Pengertian koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasikan pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip
koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada
khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya wicaksono (2009:415).
koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarka tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada
kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto
Aktivitas Golongan, terdiri dari solidaritas,individualitas, menolong diri sendiri,dan
jujur. Hatta (2004:5).
UU No. 25 Tahun 1992 ( perkoperasian Indonesia)
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas
kekeluargaan.Itulah beberapa pengertian mengenai Koperasi, yang sudah
menjelaskan pengertian pengertian koperasi dari berbagai sisi. Namun jika hanya
sebatas pengertian tidak akan cukup untuk lebih mengenal koperasi, maka akan
dicoba menjelaskan selanjutnya mengenai hal hal apa saja yang ada didalam
manajemen koperasi.
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Secara luas koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukumkoperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas
kekeluargaan.
2.2Laporan Keuangan
2.2.1 Definisi Laporan Keuangan
Menurut Accounting Principles Board (APB) dan American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA) dalam Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK
berbasis IFRS adalah :
Sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan, yang fungsinya terutama
untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari
suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan
ekonomi, dalam memilih secara bijak diantara alternatif tindakan. (Hans
Kartikahadi, 2012).
Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan
merupakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memperoleh
informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan, kinerja serta hasil-hasil
yang telah di capai oleh perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga
berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan lain terhadap perusahaan yaitu
untuk memberikan informasi keuangan perusahaan yang bersangkutan.
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2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Akuntansi
Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, tujuan
laporan keuangan adalah :
Memberikan  informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus
kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan
dalam membuat keputusan ekonomi. laporan keuangan yang juga merupakan
wujud pertanggungjawaban menejemen atas pengguna sumber daya yang
dipercayakan kmereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian
laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam
rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan
merger dan akuisisi.Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan
suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas.Pemilik adalah
pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai entitas. (Akuntansi
keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, 2012 : 117-118).
Akuntansi juga merupakan informasi keuangan yang bersifat
kuantitatif yang digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi dalam membuat
pertimbangan, disamping itu meskipun para akuntan memberi banyak
penekanan pada pelaporan tentang apa yang terjadi, namun informasi masa
lalu ini dimaksudkan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan
ekonomi dimasa yang akan datang.
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2.3 Pengertian Pajak
Pajak Penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan
tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundangan-undangan/ordonansi
seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipunggut
berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1984 dan pajak perseroan yang
diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen,
dan royalty yang diatur dalam undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan
Royalti tahun 1970.
Selanjutnya sejak tahun1984 Pajak Penghasilan dipunggut beradasarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).Dalam
sejarah perkembangannya, undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun
1990, tahun 1994, tahun 2000, dan yang terakhir dilakukan perubahan tahun 2008.
Udang-undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan beberapa kali
dilakukan perubahan terakhir pada tahun 2008 digunakan sebagai Dasar Hukum
Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang
sebelumnya diatur secara terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas. Ditinjau dari
pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi
ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif.Dengan pengertian bahwa
pemungutan Pajak Penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada Subjek Pajak.
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Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya
tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan
kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta
masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Berlandaskan dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi, globalisasi,
dan reformasi di berbagai bidang, sehingga diperlukan adanya perubahan undang-
undang Pajak Penghasilan dalam upaya pemerintah meningkatkan fungsi dan
perannya mendukung kebijakan pembangunan nasional.Perubahan undang-undang
Pajak Penghasilan dimaksudkan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip
perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan dan efesiensi
administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap
mempertahankan sistem self assessment.Oleh karena itu, arah dan tujuan
penyempurnaan undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah untuk:
a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparasi; serta
e. Lebih menunjang kebijakan pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya
saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal
asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu
dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
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Pokok-pokok perubahan tersebut meliputi:
a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan
perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan
pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainya;
b. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain,
mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan
memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif
pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan. Perubahan dan
penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap,
terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan
untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan
Wajib Pajak tersebut; dan
Untuk lebih memberikan kemudahaan kepada Wajib Pajak, system self
assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki terutama pada sistem pelaporan dan
tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas
Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahaan
yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan
norma perhitungan penghasilan netto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk
menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin
berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat
melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas (waluyo:87-88).
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2.4 Subjek Pajak Penghasilan
Definisi subjek pajak (secara teoritis) adalah pihak yang menjadi sasaran atau
yang dimaksud oleh Undang-Undang untuk membayar pajak atau dikenai pajak
(wajib pajak) Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
pasal 2 ayat 1 ada ( 4 )  pihak yang menjadi subjek pajak adalah :
a. 1).Orang Pribadi
Yang dimaksud orang pribadi dalam Undang-Undang pajak
penghasilan adalah manusia yang manusia yang masih hidup.Orang
pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan,
pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan atau hal lainnya. Dengan
demikian yang dimaksud dengan orang pribadi itu mulai dari bayi
yang baru lahir sampai orang tua yang sudah uzur entah berprofesi
sebagai petani, karyawan, pengangguran,  tuna wisma, pejabat negara.
2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
Warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak menggantikan yang
berhak yaitu calon ahli waris.Oleh karena itu warisan yang belum
terbagi disebut subjek pajak pengganti atau subjek pajak
subtitusi.Penentuan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak
dimaksudkan agar bila warisan yang belum terbagi yang memberikan
penghasilan, penghasilan tersebut tidak bisa lolos dari pengenaan
pajak.
b. Badan
Undang-Undang pajak penghasilan 2008 pada bagian penjelasan pasal
2 ayat ( 1) huruf b menjelaskan definisi badan yaitu : sekumpulan
orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komoditier, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya termasuk reksadana.
c. Badan Usaha Tetap
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Menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bentuk
Usaha Tetap adalah suatu bentuk Usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan dan badan
yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau  melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat
berupa :
1) Tempat kedudukan manajemen
2) Cabang perusahaan
3) Kantor perwakilan
4) Gedung kantor
5) Pabrik
6) Bengkel
7) Gudang
8) Ruang untuk promosi dan penjualan
9) Pertambangan dan penggalian sumber daya alam
10) wilayah kerja pertambang minyak dan gas bumi
11) Perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
12) proyekkonstruksi, instalasi atau proyek perakitan.
13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang
lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka 12 bulan.
14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya
tidak bebas.
15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang  tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi atau penggung resiko di Indonesia; dan
16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik
untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. (Siti Sesmi :
81-82)
2.5 Objek Pajak Penghasilan
Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No.36 tahun 2008
disebutkan bahwa  yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu bahwa pajak
dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan  dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :
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a). Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan  atau
jasa yang  diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan, dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang   ini.
b). Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
c).     Laba usaha
d).  Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk :
1.keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan
dan   badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan
modal.
2.keuntungan yang diperoleh perseoran, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu
atau anggota.
3.keuntungan karena likuidasi,penggabungan, peleburan, pemekaran
atau pengambil alihan usaha.
4.keuntungan karena pengalihan harta berupa  hibah, bantuan atau
sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribaadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,yang
ketentuannya ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan  atau
penguasaan antara  pihak- pihak yang bersangkutan; dan
5.keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan.
e). Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya   dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
f). Bunga termasuk premium, diskontodan imbalan karena jaminan
penggembalian utang.
g). Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk
deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan
pembagian sisa hasil koperasi.
h). Royalti atau imbalan atas penggunaan pajak.
i). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j). Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k). Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu  yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
l). Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
m). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n). Premi asuransi.
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o). Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas.
p). Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.
q). Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
r). Imbalan bunga sebagaimana dimakasud dalam Undang-undang
yang mengaturmengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan; dan
s). Surplus Bank Indonesia. ( Siti Resmi :86-91)
2.6 Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak
Atas penghasilan tertentu, Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan
pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan.Pengecualian
ini mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak
tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan tersebut atau demi kemajuan sosial
ekonomi masyarakat tertentu.
Berikut ini jenis-jenis penghasilan tersebut yang tidak termasuk sebagai objek
pajak  Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 (Djoko muljono : 41-49)  :
a. 1. Bantuan sumbangan termasuk  zakat diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan
penerimaan zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh mentri keuangan. Sepanjang
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tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
b. Warisan
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) hurf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal.
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari wajib pajak
atau pemerintah,kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak,wajib
pajak yang dikenakan pajak secara final atau yang menggunakan norma
perhitungan khusus (deemed profit) sebagai mana dimaksud dalam pasal
15.
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan aasuransi beasiswa.
f. Dividen atau bagian  laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan
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yang memberikan deviden paling rendah 25 persen dari jumlah modal
yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan
saham tersebut.
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh mentri keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai.
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dan pensiun sebagai
maksud pada nomor g, dalam bidang –bidang tertentu yang ditetapkan
dengan Keputusan Mentri Keuangan.
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investasi kolektif.
j. dihapuskan.
k. Penghasilan  yang diterima atau yang diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut :
1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan
atau berdasarkan peraturan Mentri Keuangan;dan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek Jakarta di Indonesia.
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l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instnsi yang membidanginya,
yang ditanamkan kembali  dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat)   tahun sejak  diperolehnya sisa lebih tersebut, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara
jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut berdasarkan Peeraturan Menteri Keuangan.
2.7 Biaya Yang Dapat Dikurangkan Sebagai Penghasilan Bruto   Laporan
Keuangan Fiskal
Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri terdapat
dalam pasal 6 Undang-Undang Perpajakan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto adalah sebagai berikut :
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,
termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi dan
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa,
royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang
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nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi
dan pajak kecuali pajak penghasilan.
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan.
d. Kerugian penjualan atau pengalihan harta yang memiliki untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.
g. Biaya beasiswa, magang dan penelitian.
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
1). Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial.
2). Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan
atau Badan   Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau
adanya perjanjian mengenai penghapusan piutang atau
pembebasan uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
3). Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
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4). Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak.
i.  Sumbangan dalam rangka penaggulangan bencana nasional yang
ketentuannya    diatur dengan Peraturan Pemerintah.
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
k.  Biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah; dan
m.  Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut
dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
(3) Kepada orang pribadi sebagai  Wajib Pajak dalam negeri diberikan
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7.
2.8 Biaya Yang Tidak Boleh Dimasukkan Sebagai Pengurang  Penghasilan
LaporanKeuangan Fiskal
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Biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurangan penghasilan
terdapat  dalam pasal 9 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu :
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen,termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali seperti :
1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perusahaan pembiayayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial
yang dibentuk oleh badan penyelenggara sosial
3. Cadangan penjaminan untuk lembaga pinjaman simpanan
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan
limbah industri
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa , yang dibayar oleh wajib pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut
dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
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e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan yang dilakukan
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali
sumbangan sebagiamana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i
sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Perturan Pemerintah
h. Pajak Penghasilan
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
Wajib Pajak atau orang pribadi yang menjadi tanggungannya
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
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k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan  perundang-
undangan dibidang perpajakan. Pengeluaran untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun  tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus,
melainkan beban melalui penyusutan atau amortisasi (waluyo : 106-
107).
2.9 Biaya Penyusutan Laporan Keuangan
Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harta perolehan aktiva menjadi
biaya (cost allocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba. Ikatan Akuntansi
Indonesia (2004: 17.3) mengemukakan metode penyusutan yang diperbolehkan
dalam Undang-undang Perpajakan adalah sebagai berikut :
1) Metode garis lurus (straight-line method)
2) Metode saldo menurun (declining balance method)
Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 harta yang dapat disusutkan
adalah harta yang tidak berwujud, yang dipergunakan dalam perusahaan atau yang
dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 Tahun.
Didalam pelaksanaannya harta berwujud yang dapat disusutkan dibagi atas
dua jenis yaitu harta berwujud bangunan dan jenis harta berwujud bukan bangunan.
Untuk lebih jelas, peerhitungan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud
ditetapkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 6 dalam tabel II,
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yang terdiri dari daftar penyusutan kelompok harta berwujud (II,1) dan harta tak
berwujud (II.2), dengan mengunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.
Tabel II.I Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud
Kelompok
Harta Berwujud
I     Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
II     Bangunan
Permanen
Tidak permanen
Masa Manfaat
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
20 tahun
10 tahun
Tarif Penyusutan Sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1)                      Ayat (2)
25%                          50 %
12,5%                       25%
6,25%                      12,5%
5% 10%
5%
10%
Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 11
Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 bahwa penyusutan
dimulai pada saat :
1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,
penambahan, perbaikan, atau perubahan hartaberwujud, kecuali
tanah yang berstatus hak milik dan digunakan untuk mendapatkan,
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Menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih 1(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang
sama besar masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2) Penyusutan atas harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian
yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara
menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir
masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat
dilakukan secara taat asas.
3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali
untuk harta masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai
pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4) Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, wajib pajak
diperkenankan melakukan penyusutan  mulai pada bulan harta
tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai
menghasilkan.
5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19, maka dasar
penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian
kembali aktiva tersebut.
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Sedangkan untuk menghitung amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1(satu) tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan, dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line
method)  atau dengan menggunakan metode saldo menurun (declining balance
method) , dengan syarat dilakukan secara konsisten.
Dalam perhitungan amortisasi, masa manfaat dan tarif penyusutan ditetapkan
dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008  pasal 11a dalam tabel II.
Tabel II.2 Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Tak berwujud
Kelompok
Harta tak berwujud
Masa Manfaat Metode
Garis lurus
Metode
Saldo Menurun
- Kelompok 1
- Kelompok 2
- Kelompok 3
- Kelompok 4
4 Tahun
8 Tahun
16 Tahun
20 Tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 11a.1
2.10 Penyusutan
Penyusutan (depreciation) didefinisikan sebagai proses Akuntansi dalam
mengalokasikan Biaya Aktiva Berwujud ke Beban dengan cara yang sistematis dan
rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva
tersebut (Kieso, Donal E, 2002).
2.11 Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Garis Lurus
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Dengan metode garis lurus, beban penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva
tetap jumlahnya sama. Dengan demikian jumlah penyusutan tiap tahun dihitung
sebagai berikut:
Penyusutan = (HP – NR)/n
Keterangan
HP = Harga Perolehan Aktiva Tetap
NR = Nilai Residu atau Nilai Sisa
UE = Taksiran Umur Ekonomis Aktiva Tetap
2.12 Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Saldo Menurun
Dengan metode ini penyusutan setiap tahun penggunaan Aktiva Tetap,
ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga buku pada tahun yang
bersangkutan. Prosentase penyusutan ditetapkan sebesar dua kali prosentase
penyusutan menurut metode garis lurus.
Contoh:
Sebuah mesin dibeli tanggal 1 Oktober 2000 dengan harga perolehan
Rp10.000.000,00. Taksiran umur ekonomis selama 5 tahun.
Penyusutan setiap tahun dihitung sebagai berikut:
Menghitung besarnya prosentase penyusutan: 100% : 5 = 20%. Dengan demikian
besarnya prosentase menurut metode menurun ganda adalah 2 x 20% = 40%
Periode
Akuntansi
Perhitungan
Beban Penyusutan
Akumulasi
Penyusutan
Per 31 Desember
Harga buku Mesin
Per 31 Desember
2000
3/12 x 40% x Rp10.000.000,00 =
Rp1.000.000,00
Rp 1.000.000,00 Rp 9.000.000,00
2001 40% x Rp9.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 Rp 4.600.000,00 Rp 5.400.000,00
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2.13 Penyusutan Menurut Akuntansi Perpajakan
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1983 stdtd
Undang Undang No. 36 Tahum 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau
amortisasi. Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tak berwujud tersebut dapat
dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya fiskal).
Pada dasarnya, tujuan penyusutan dan amortisasi aktiva tetap menurut UU PPh
(fiskal) sama dengan menurut akuntansi /komersial. Tujuan penyusutan dan
amortisasi komersial dimaksudkan untuk mngalokasikan nilai perolehan ke masa
2002 40% x Rp5.400.000,00 = Rp 2.160.000,00 Rp 6.760.000,00 Rp 3.240.000,00
2003 40% x Rp3.240.000,00 = Rp 1.296.000,00 Rp 8.056.000,00 Rp 1.944.000,00
2004 40% x Rp1.944.000,00 = Rp    777.600,00 Rp 8.833.600,00 Rp 1.166.400,00
2005
9/12 x 40% x Rp1.166.400,00 =
Rp349.920,00
Rp 9.183.520,00 Rp    816.480,00
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manfaataktiva tetap dan harta tak berwujud tersebut untuk dapat dibebankan sebagai
biaya dalam menghitung laba neto.
Metode penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi banyak jenisnya.Namun
metode penyusutan dan amortisasi untuk kepentingan penghitungan pajak telah diatur
tersendiri dalam UU PPh yaitu perhitungan penyusutannya setiap satu periode
akuntansi.
2.14 Tarif PPh
Perhitungan PPh yang terutang menurut Undang-undang NO. 36 Tahun 2008
tentang pajak Penghasilan dianut 2 sistem, yaitu :
 Tarif sepadan/ flat rate untuk jenis penghasilan yang diterima Wajib Pajak
tertentu. Pemajakan ini bersifat final artinya jumlah penghasilan tersebut tidak
dihitung lagi dalam SPT Tahunan dan PPh atas penghasilan tersebut bukan
sebagai kredit pajak, namun jumlah penghasilan dan PPhnya hanya dilaporkan
dalam SPT Tahunan PPh.
 Tarif progresif untuk jenis penghasilan lainnya diluar penghasilan tertentu dan
Wajib pajak tertentu. PPh yang terutang dihitung dengan tarif umum pasal 17
UU Pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.
2.15Tarif PPh Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Tarif PPh Badan sesuai dengan Pasal 17  ayat (2) huruf a adalah sebesar 25% (dua
puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
2.16 Perpajakan Bagi Koperasi
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Sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi pada dasarnya merupakan bagian atas
kelebihan dari pendapatan dikurangi biaya, yang merupakan objek PPh, sehingga
bukan merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak ( Pasal 9 PPh)
Muljono ( 2009:83)
laba dalam istilah koperasi sama dengan sisa hasil usaha, yaitu merupakan
bagian atas kelebihan dari pendapatan dikurangi biaya, yang merupakan objek
PPh.PPh terutang yang dihitung atas SHU adalah dari keseluruhan SHU, baik yang
dibagikan ataupun yang tidak dibagi.
Pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi kepada anggota koperasi diperlukan
sama dengan pembagian deviden, yaitu dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari
bruto, dan bukan diperlukan sebagai biaya untuk mendapatkan penghasilan kena
pajak ( pasal 9 undang-undang PPh).
2.17 Pajak Dalam Islam
Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan
jasa-jasa untuk kepentingan umum.
Dalam Islam juga dikenal istilah zakat.Menurut Mahamad (2002:199)
pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari rukun
Islam.Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT
wajibkan kepada pemiliknya, Untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya,
dengan persyaratan tertentu pula.
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Alasan kewajiban kaum muslimin menunaikan kewajiban membayar zakat
sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam alquran yaitu dalam surat at-taubah ayat
60.






Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dari ayat  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang-orang beriman
dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat.
